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PENYELESAIAN ETIKA KEDOKTERAN DALAM PRAKTIK PELAYANAN MEDIS

Oleh : Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H.

1. Latar Belakang Permasalahan

Istilah etika berasal dari Bahasa
Yunani ethos, artinya adat istiadat atau
kebiasaan baik. Menurut E. Sumaryono
(1995:12), bertolak dari pengertian adat
istiadat (yang baik-pen.) kemudian etika
berkembang menjadi studi tentang kebi-
asaan-kebiasaan manusia yang ter-dapat
di dalam konvensi/kebiasaan. Menurut
Banning (dalam Pitono Soeparto, 2001:1),
etika menyangkut kelakuan/ perbuatan
manusia yang ditimbang menurut baik
buruknya.

Landasan etika adalah norma
sebagai dasar penilaian perilaku manusia.
Etika mencari dan berusaha menunjukkan
nilai-nilai kehidupan yang benar secara
manusiawi kepada setiap orang. Etika
merupakan tefaah dan penilaian terhadap
kelakuan manusia ditinjau dari kesusilaan
dan kesopanannya; terkandung unsur
sifat-sifat budi pekerti luhur yang berupa
pengorbanan, dedikasi/pengabdian ter-
hadap sesamanya. Norma-norma dalam
etika kedokteran berlaku sebagai petunjuk
perilaku yang baik dalam menjalankan
kedokteran.

profesi Dengan demikian,
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etika
tentang penilaian

kedokteran
untuk menentukan

dalam terkandung
tentang baik atau buruknya suatu pelaya-
nan medis.

Manusia yang memiliki keahlian
khusus di dalam menjalankan aktifitas
bekerja (untuk menjalankan profesinya)
memerlukan etika yang diwujudkan dalam
kode etik profesi. Menurut Rueschemeyer
(Veronica K., 1989:17), profesi (berasal
dari kata profesio berarti- pengakuan),
adalah pekerjaan pelayanan yang ber-
cirikan:

a. Suatu penerapan  seperangkat
pengetahuan secara sistematis untuk
mengatasi persoalan-persoalan, dan

b. Persoalan tersebut termasuk ke
dalam kawasan nilai-nilai utama

yang mempunyai
dalam masyarakat.

relevansi tinggi

Setiap profesi memiliki kode moral
atau kode etik tersendiri. Anggota profesi
yang melanggar kode etiknya dijatuhi
sanksi oleh para anggota profesi tersebut,
yang biasanya diwakili oleh suatu dewan
atau majelis yang ditunjuk atau dipilih
khusus oleh anggota profesi. Menurut E.




Sumaryono (1995:35-36), kode etik profesi
diperiukan karena alasan-alasan sebagai
berikut:

a. Untuk sarana kontrol sosial;

b. Mencegah pengawasan atau campur
tangan yang dilakukan oleh peme-
rintah atau masyarakat;

c. Untuk pengembangan patokan ke-
hendak yang lebih tinggi.

Kode etik merupakan hasil usaha
pengarahan kesadaran moral para ang-
gota profesi. Kode etik mengkristalisasikan
pandangan moral dan memberikan kete-
gasan perilaku yang sesuai dengan
lapangan khusus. Kode Etik Kedokteran
Indonesia (KODEKI) ditetapkan dalam SK
Menkes No. 434/Menkes/SK/X/1983 tang-
gal 28 Oktober 1983 dan disusun dengan
mempertimbangkan Intemational Code of
Medical Etics
Pancasila dan landasan strukturii UUD
1945. KODEKI mengatur hubungan antara
manusia yang meliputi kewajiban umum

dengan landasan idiil

seorang dokter, hubungan dokter terhadap
pasiennya, kewajiban dokter terhadap
sejawatnya, dan kewajiban dokter ter-
hadap diri sendiri.

ilmu kedokteran di
dalam prakteknya bukanlah ilmu pasti,

Penerapan

karena diagnosis yang diberikan oleh
dokter yang disertai therapy atau tindakan

medis tertentu hasilnya tidak dapat
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memberikan jaminan kepastian berhasil.
Kondisi kesehatan pasien mungkin men-
jadi lebih baik, tambah sakit atau bahkan
mengakibatkan kematian.

Tindakan dokter dalam menjalan-
kan profesi' dan perilakunya diatur di
dalam KODEKI, di samping itu ditentukan
pula dalam aturan hukum. KODEKI
menentukan tindakan yang selayaknya
harus dilakukan oleh seorang dokter,
sehingga tindakan yang tidak layak naota
bene secara murni melanggar aturan kode
etik. Namun demikian, tidak setiap pe-
langgaran KODEKI sekaligus merupakan
pelanggaran hukum. Etikolegal merupa-
kan pelanggaran etik yang sekaligus
pelanggaran hukum.

Dalam menyelesaikan permasalah-
an pelanggaran etik kedokteran mumi
terdapat lembaga khusus yang diberi
kewenangan untuk menanganinya, yaitu
MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedok-
teran) yang dibentuk oleh IDi (lkatan
Dokter Indonesia) dan MKEKG (Majelis
Kehormatan Etik Kedokteran Gigi). Di
samping itu, menteri kesehatan menetap-
kan dalam Permenkes No. 554/Menkes/
PER/XI1/1982 tentang pembentukan P3EK
(Panitia Pertimbangan dan Pembinaan
Etik Kedokteran).

Keberadaan lembaga yang diben-
tuk untuk tujuan menyelesaikan kasus-




kasus pelanggaran etik murni dalam

pelayanan medis sangatlah menarik untuk

dikaji. Untuk memudahkan pembahasan
dalam tulisan ini, maka rumusan per-
masalahannya adalah sebagai berikut:

1) Bagaimanakah penentuan tentang
pelanggaran etk mumi dan etiko-
legal?

2) Bagaimanakah peranan MKEK dan
P3EK sebagai lembaga yang ber-
wenang dalam menyelesaikan mas-
alah pelanggaran etik?

2. Pembahasan

Landasan berpijak tentang ber-
lakunya etika kedokteran di Indonesia
adalah sebagai berikut:

1. PP No. 26/1960 tentang Lafal Sum-
pah Jabatan Dokter (PP No. 33/1963
tentang Lafal
Dokter Gigi);

2. SK Menkes No. 434/Menkes/SK/X/
1983 tanggal 28 Oktober 1983
tentang Kede Etik Kedokteran Indo-
nesia (KODEKI).

Lafal Sumpah Jabatan Dokter ber-
asal dari Sumpah Hippocrates (460 SM)
merupakan dasar moral kedokteran di
seluruh dunia. Lafal Sumpah Jabatan
Dokter merupakan dasar motivasi dan
sumber etika profesi dokter, sehingga

Sumpah  Jabatan

pemahaman terhadap hakikat/makna
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sumpah dokter merupakan modal utama
dalam menjalankan profesinya.

2.1 Kode Etik Kedokteran, Pelanggaran
Etik Murni dan Etikolegal

2.1.1 Kode Etik Kedokteran

Kode Etik adalah pedoman perilaku
yang berisi garis-garis besar; sedangkan
menurut Permenkes No. 554/Men.Kes/
Per/X11/1982, etik kedokteran ialah norma
yang beriaku bagi dokter dan dokter gigi
dalam menjalankan profesinya sebagai
tercantum dalam kode etik masing-masing
yang telah ditetapkan oleh menteri kese-
hatan.

Kode Etik merupakan pemandu
sikap dan perilaku. Kode Etik Kedokteran
menyangkut 2 (dua) hal yang harus
diperhatikan, yaitu:

1. Etik jabatan kedokteran (medical
ethics), yaitu menyangkut masalah
yang berkaitan dengan sikap dokter
terhadap teman sejawat, para pem-
bantunya serta terhadap masyarakat
dan pemerintah;

2. FEtik asuhan kedokteran (ethics of
medical care),
kehidupan sehari-hari dokter, yang
berhubungan dengan sikap dan
tindakan seorang dokter terhadap

yaitu menyangkut

penderita yang menjadi tanggung




dari

jawabnya.

KODEKI merupakan terjemahan
The Intemational Code of Medical

Ethics yang merupakan rumusan World

Medical Association. KODEKI mengatur

hubungan antar manusia yang mencakup

kewajiban umum seorang dokter, hubu-

ngan dokter dengan pasiennya, kewajiban

dokter terhadap sejawatnya, dan kewa-
jiban dokter terhadap diri sendiri. Secara
terperinci sebagai berikut:

1:

Hubungan dokter dengan pasien

Hubungan dokter dengan pasien
adalah hubungan antar manusia.
Dalam menjalin hubungan tersebut
mungkin timbul pertentangan antara
dokter dengan pasien, dikarenakan
adanya kepentingan yang berbeda.
Hubungan antara dokter dengan
pasien dapat terjalin dengan baik,
apabila masing-masing pihak
memahami hak dan kewajibannya
dan peraturan perundangan yang
berfaku. Lafal Sumpah Jabatan
Dokter yang diucapkan dokter
menyatakan, bahwa, “saya akan
senantiasa mengutamakan kesehat-
an penderita, saya akan berikhtiar
dengan sungguh-sungguh supaya
tidak terpengaruh oleh pertimbangan
keagamaan, kebangsaan, kesukuan,
perbedaan kelamin, politik kepartai-
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an, atau kedudukan dalam menunaik
an kewajiban terhadap pasien ...
dst.” Hubungan dokter
dengan pasien yang terjalin secara

antara

baik, akan membentuk kesadaran
pasien tentang hak yang diperoleh
untuk

mendapatkan  pelayanan

kesehatan secara optimal; di
samping itu dapat menumbuhkan
rasa kewajiban dokter untuk melak-
sanakan tugas profesinya dengan
sebaik-baiknya;

Kewajiban dokter terhadap sejawat-
nya
KODEKI
dokter untuk memelihara hubungan
baik dengan teman sejawat dokter

sesuai Pasal 15, yang menentukan,

mengharuskan  setiap

bahwa “saya akan memperiakukan
teman sejawat saya, sebagaimana
saya sendiri ingin diperlakukan”. Di
samping itu, Pasal 16 menentukan,
bahwa setiap dokter tidak boleh
mengambil alih penderita dari teman
sejawatnya tanpa persetujuannya.
Hubungan baik di antara teman
sejawat dokter dapat bermanfaat

untuk kepentingan pasien;
Kewajiban dokter terhadap diri
sendiri

Pasal 17 KODEKI menentukan,

bahwa setiap dokier berkewajiban




untuk memelihara kesehatannya,
agar dapat bekerja dengan baik. Di
18 KODEKI
menentukan, bahwa setiap dokter

samping itu, Pasal

hendaklah senantiasa mengikuti

perkembangan ilmu pengetahuan,
dalam hal ini pendidikan dokter
berkelanjutan (confinuing medical
education).

Dalam Kode Etik Kedokteran Gigi
Indonesia dinyatakan, bahwa seorang
dokter gigi dalam menjalankan profesinya
perfu membawa diri dalam sikap dan
- tindakan yang terpuji. la harus bertindak
dengan penuh kejujuran dan tanggung
jawab, baik dalam hubungannya terhadap
penderita, masyarakat, teman sejawat,
maupun profesinya.

Dalam Mukadimah Kode Etik
Kedokteran Gigi Indonesia antara lain
dinyatakan, bahwa dengan rahmat Tuhan
Yang Maha Esa serta didorong oleh
keinginan luhur untuk  mewujudkan
martabat, wibawa, dan kehormatan profesi
kedokteran gigi, maka dokter gigi yang
tergabung dalam wadah Persatuan Dokter
Gigi Indonesia dengan penuh kesadaran
dan tanggung jawab merumuskan Kode
Etik Kedokteran Gigi Indonesia yang wajib
ditaati,
setiap dokter gigi

dihayati, dan diamalkan, oleh
yang menjalankan

profesinya di wilayah hukum Indonesia.
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Dalam Kode Etik Kedokteran Gigi
Indonesia dinyatakan sebagai berikut:

1.  Kewajiban umum: setiap dokter gigi

Indonesia:

- Menghayati, mentaati, dan meng-
Lafal
Dokter Gigi Indonesia;

amalkan Sumpah/Janji

- Harus senantiasa menjalankan
profesinya secara optimal;

- Menjunjung tinggi norma-norma
hidup yang luhur;

- Dalam menjalankan profesinya
tidak dibenarkan melakukan per-

yang

dengan etik;

- buatan bertentangan
- Harus memberikan kesan dan
keterangan atau pendapat yang

dapat dipertanggungjawabkan;

- Agar menjalin kerjasama yang
baik dengan tenaga kesehatan;

- Sebagai sarjana kesehatan wajib
bertindak sebagai motivator dan
pendidik masyarakat;

- Berupaya meningkatkan kesehat-
an gigi masyarakat dalam bidang
prombtif. preventif, kuratif dan
rehabilitatif.

2. Kewajiban dokter gigi terhadap

penderita:

- Memberikan pelayanan sebaik-
baiknya kepada penderita dalam
menjalankan profesinya;




- Merujuk atau mengkonsultasikan
kepada teman sejawat yang lebih
ahli, apabila tidak mampu mena-
ngani suatu kasus;

- Merahasiakan segala sesuatu
yang ia ketahui tentang pende-
rita, bahkan juga setelah pende-
rita meninggal dunia;

- Memberikan pertolongan darurat
dalam batas-batas kemampuan-
nya, sebagai tugas perikemanu-
siaan, kecuali pada waktu itu ada
orang lain yang lebih mampu
memberikan pertolongan.

3. Kewajiban dokter gigi terhadap teman

sejawat: :

- Harus memperiakukan teman
sejawatnya sebagaimana ia sen-
diri ingin diperlakukan;

- Tidak dibenarkan mengambil alih
penderita dari teman sejawatnya
tanpa persetujuannya.

4. Kewajiban dokter gigi terhadap diri

sendiri:

- Mempertahankan dan meningkat-
kan martabat dirinya sendiri;

- Mengikuti secara aktif perkem-
bangan ilmu pengetahuan;

- Harus memelihara kesehatannya
supaya dapat bekerja dengan
baik.
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2.1.2 Pelanggaran Etik Murni dan

Etikolegal
Dalam Lafal Sumpah Dokter dan
KODEKI ditentukan perbuatan yang

dinyatakan sebagai pelanggaran etik. Di
samping itu, ditentukan pula tentang
pelanggaran etik dan sekaligus merupa-
kan pelanggaran hukum (etikolegal).

Perbuatan dokter yang ditentukan
sebagai pelanggaran etik mumi meliputi:
a. Menarik imbalan yang tidak wajar

atau menarik imbalan jasa dari

keluarga sejawat dokter dan dokter
gigi; - 308

b. Mengambil alih pasien tanpa_ per-
setujuan sejawatnya;

c. Memuiji diri sendiri di depan pasien;

d. Tidak pemah mengikuti pendidikan
kedokteran secara berkesinambu-
ngan;

e. Dokter mengabaikan kesehatannya
sendiri.

Perbuatan dokter yang ditentukan
pelanggaran etk
pelanggaran hukum (etikolegal) meliputi:
a. Pelayanan kedokteran di

sebagai sekaligus

bawah
standar;

b. Menerbitkan surat keterangan palsu;
Membuka rahasia jabatan atau

pekerjaan dokter;

d. Abortus provocatus;




e. Percabulan dan persetubuhan se-
cara illegal.

tersebut di

haruslah dibedakan hal-hal yang berupa

Dari  uraian atas,
pelanggaran etik, di samping itu pelang-
garan etik yang sekaligus merupakan
pelanggaran hukum (etikolegal). Dalam
penanganannya, MKEK atau P3EK yang
akan merekomendasikan, jika terjadi
etikolegal. Namun demikian, dalam prak-
tek pelaksanaannya jika terjadi pelang-
garan hukum (dan/atau sekaligus pelang-
garan etik), maka penyelesaiannya disele-
saikan melalui jalur hukum tanpa me-
nunggu lebih lanjut rekomendasi dari
MKEK atau P3EK, karena pada hakekat-
nya, pasien dan dokter merupakan subyek
hukum sehingga terhadap dokter berlaku
juga ketentuan-ketentuan hukum umum
sebagai dasar  pertanggungjawaban
hukum dalam menjalankan profesinya.
Jalur hukum yang dapat ditempuh
dalam hal terjadinya etikolegal, adalah
melalui mekanisme hukum perdata,
hukum pidana atau hukum administrasi.
Namun demikian, tulisan ini hanya dibatasi
pembahasannya pada benyelesaian me-
etik  kedokteran, tidak

dimaksudkan untuk membahas tentang

nurut dan

penyelesaian melalui jalur hukum.

19

2.1.3 Pedoman Penilaian Pelanggaran
Etik Kedokteran
Pedoman untuk melakukan penilai-
an tentang adanya pelanggaran etk
kedokteran, adalah sebagai berikut:
Pancasila;
Prinsip-prinsip dasar moral pada
umumnya;
c. Ciri dan hakekat pekerjaan profesi
dokter;
Lafal Sumpah Dokter;
Tradisi luhur kedokteran;
KODEKI;

Hukum kesehatan terkait;

@ 0o

Hak dan kewajiban dokter;

Hak dan kewajiban pasien;

j. Pendapat rata-rata masyarakat pada
umumnya;

k. Pendapat para pakar dan praktisi
kedokteran yang senior.

Di samping itu, ada 6 pertimbangan
lain yang dipergunakan dalam memberi
kan penilaian tentang ada atau tidaknya
kesalahan profesi dokter, yaitu sebagai
berikut:

a. Tujuan spesifik yang ingin dicapai;

b. Manfaatnya untuk kesehatan/kesem-
buhan pasien;

c. Manfaatnya

bagi kesejahteraan

umum;




d. Penerimaan pasien atas tindakan
medis yang diambil;

e. Preseden atas tindakan semacam
itu;

f. Standar dalam pelayanan medis
yang berlaku.

A. 2.2 Lembaga yang Berhubungan
Dengan Etik Kedokteran

Ada 2 (dua) lembaga yang memiliki

kewenangan dalam menangani masalah

etika kedokteran di Indonesia, yaitu MKEK

(Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) dan

~ P3EK (Panitia Pertimbangan Penilaian

Etik Kedokteran). Kedua lembaga tersebut
bertugas menyelesaikan setiap permasa-
lahan yang berhubungan dengan pelak-
sanaan profesi dokter. MKEK merupakan
IDI;
badan

badan khusus organisasi profesi

sedangkan P3EK merupakan
ekstra struktural dari Departemen Kese-
hatan.

Telah ada konsensus bersama
antara P3EK dan MKEK, yang menentu-
kan, jika ada pengaduan pelanggaran
etika pertama-tama diselesaikan secara
musyawarah antara pengadu dengan
dokter yang bersangkutan yang disaksikan
oleh anggota IDI cabang. Jika tidak dapat
diselesaikan secara musyawarah, kemu-

dian diteruskan oleh pengurus IDI cabang
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ke pengurus IDI wilayah c.q. MKEK
Jadi
pelanggaran etika pertama-tama diselesai-
kan oleh MKEK.

propinsi. pada prinsipnya setiap

2.2.1 MKEK

MKEK adalah lembaga perlengkap-
an organisasi profesi IDI. Pasal 16 ayat (1)
Anggaran Rumah Tangga IDI menentu-
kan, bahwa MKEK merupakan badan
khusus dalam bidang etika. Pasal 16 Ayat
(2) Anggaran Rumah Tangga IDI menen-

tukan tugas dan wewenang MKEK, yaitu
__meliputi:

a. Melakukan tugas "bimbingan, peng-
awasan dan penilaian dalam pelak-
sanaan etik kedokteran;

b. Memperjuangkan etik kedokteran
agar dapat ditegakkan di Indonesia;

c. Memberikan usul dan saran, diminta
dan tidak diminta kepada Dewan
Per-timbangan dalam hubungan
dengan masalah etik kedokteran;

d. Membina hubungan baik dengan
aparat etik yang ada, baik peme-
rintah maupun organisasi profesi lain
dengan‘ sepengetahuan Dewan Per-
timbangan;

e. Bertanggungjawab kepada Mukta-
mar atau rapat pembentukan wilayah
melalui Dewan Pertimbangan.




Tugas pokok MKEK adalah mela-
kukan tugas bimbingan, pengawasan dan
penilaian dalam pelaksanaan etika kedok-
teran seperti ditentukan dalam butir a.
Efektif atau tidaknya tugas MKEK dapat
diukur dari terlaksananya tugas dan we-
wenang seperti tersebut di atas.

Dokter dalam perilakunya tidak
secara langsung dapat menyesuaikan diri
dengan kaidah etika kedokteran, meski-
pun telah dilakukan sumpah dan men-
jalankan profesinya. Bimbingan etika sejak
mahasiswa sangat diperilukan untuk
mahasiswa fakultas kedokteran. Di
samping itu, perlu dilakukan pengawasan
dan pembinaan etika kedokteran terhadap
dokter yang menjalankan profesinya atau
terbukti melakukan pelanggaran etika
sehingga dijatuhi sanksi. Dengan demi-
kian, diharapkan etika kedokteran itu
dihayati dan diamalkan dalam pelak-
sanaan tugas sebagai dokter. Bimbingan
etika  kedokteran  menurut  Asmuni
Rachmat (dalam Veronica Komalawati,
1989:55) harus memperhatikan seluruh
aspek pendekatannya, yaitu berupa
upaya:

a. Promotif, yaitu bertujuan menumbuh-
kan dan meningkatkan kesadaran
etik pada dokter dan juga masya-
rakat pemakai jasa dokter;

b. Preventif, yaitu bertujuan memper-
kecil peluang tindakan pelanggaran
etik. Di dalam aspek ini termasuk
penyusunan standar profesi medik,
pengeluaran fatwa tentang ilmu dan
teknologi kedokteran, serta pengkaji-
an dinamika pelanggaran;

c. Kuratif, yaitu bertujuan untuk menya-
darkan dokter dari kesalahan atau
pelanggaran dengan pemberian
sanksi yang sesuai;

d. Rehabilitatif, yaitu bertujuan agar
penerimaan sanksi atau dokter yang
namanya tercemar karena pelang-
garan yang terbukti atau yang tidak
terbukti, tetap mempunyai harga diri
dan tetap memberikan pengabdian-
nya kepada masyarakat, kemanusia-
an dan kepada pengembangan iimu
kedokteran.

Menurut Veronica Komalawati
(1989:58) kasus pengaduan yang
menyangkut pelaksanaan profesi dokter
dikelompokkan sebagai berikut:

a. Kasus kesalahpahaman biasa yang
dapat diselesaikan oleh pengurus
cabang IDI sendiri;

b. Kasus pelanggaran hukum adminis-
trasi, hukum perdata dan hukum
pidana harus diselesaikan oleh
Departemen Kesehatan dan instansi




penegak hukum;
c. Kasus pelanggaran etik murni, harus
diselesaikan oleh MKEK.

Khusus untuk kasus pelanggaran
hukum yang sekaligus juga merupakan
pelanggaran etika, maka aspek pelang-
garan hukum (administrasi, perdata,
pidana) harus diprioritaskan penanganan-
nya. Apabila telah diselesaikan melalui
prosedur hukum, maka untuk menentukan
tentang ada atau tidaknya pelanggaran
etika, jika dianggap perlu MKEK dapat
melakukan persidangan.

Tugas utama MKEK adalah me-
nyelesaikan kasus-kasus tuduhan pelang-
garan etika kedokteran untuk memutuskan
tentang adanya kesalahan atau tidak
terhadap dokter dalam pelayanan kese-
hatan. Adapun sanksi yang dijatuhkan
oleh MKEK dalam pelaksanaan sanksinya
memeriukan adanya kerjasama antara IDI

dan Departemen Kesehatan.

2.2.2 P3EK

P3EK dibentuk berdasarkan Per-
menkes RI No. 554/Men.Kes/Per/XIl/
1982. Unsur-unsur P3EK Pusat meliputi
Departemen Kesehatan, Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang
Diknas) c.q. Fakultas Kedokteran,
Fakultas Kedokteran Gigi, Pengurus Besar
IDI dan PDGI.
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Latar belakang pemikiran pemben-
tukan P3EK disebabkan secara organisasi
IDI tidak mewajibkan setiap dokter untuk
menjadi anggotanya. IDI menganut sistem
aktif dalam keanggotaannya, sehingga
tidak setiap dokter di Indonesia secara
otomatis menjadi anggota IDI. Dengan
demikian, keberadaan MKEK sebagai
badan khusus yang bertugas membim-
bing, mengawasi dan menilai pelaksanaan
kode etik kedokteran dari para dokter,
tidak dapat menjangkau para dokter yang
bukan anggota IDI.

Berdasarkan Permenkes Rl No.
554/Men.Kes/Per/Xil/1982,
bahwa P3EK berwenang untuk memang-

menyatakan,

gil, memeriksa, dan memutuskan bersalah

atau tidaknya seorang dokter yang dituduh

melanggar etika. Sama seperti MKEK,

P3EK tidak terdapat di luar Jakarta dan

ibu kota propinsi, karena pembentukannya

hanya pada tingkat pusat dan wilayah/
propinsi.

Tugas dan kewenangan P3EK Pusat

adalah sebagai berikut:

a. Memberikan pertimbangan dan usul
tentang pelaksanaan kode etik, baik
diminta maupun tidak;

b. Membina dan mengembangkan secara
aktif KODEKI dan KODEKGI dengan
cara bekerjasama dengan IDI dan
PDGI;




c. Memberikan pertimbangan dan usul
kepada
terhadap dokter atau dokter gigi yang

sanksi yang berwenang
melanggar etik;

d. Menyelesaikan persoalan yang tidak
dapat diselesaikan oleh P3EK propinsi;

e. Menyelesaikan rujukan terakhir dalam
permasalahan  pelanggaran etik
kedokteran atau etik kedokteran gigi;

f. Mengadakan konsultasi ~ dengan

instansi penegak hukum dan ahli

hukum yang mendalami hukum

kedokteran serta instansi lain. .

" Pembentukan MKEK dan P3EK
memiliki tujuan yang sama, yaitu melaku-
kan pengawasan dan penilaian pelaksana-
an kode etik kedokteran Indonesia.
Namun demikian, ada perbedaan antara
MKEK dan P3EK dalam menyelesaikan
tugas dan kewenangannya, P3EK diben-
tuk oleh pemerintah melalui departemen
kesehatan bertugas melakukan peng-
awasan terhadap dokter {(baik anggota
maupun bukan anggota IDI) dan dokter
gigi; sedangkan MKEK dibentuk oleh
organisasi profesi dokter (IDI) yang dalam
tugasnya hanya mengawasi kegiatan para
dokter dan dokter spesialis anggota IDI.
Untuk dokter gigi pengawasan dilakukan
oleh MKEKG (Majelis Kehormatan Etik
Kedokteran Gigi).
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Dalam pelaksanaan tugas dan

kewenangan masing-masing lembaga
pengawasan dalam pelaksanaan etika
kedokteran (P3EK, MKEK), kemungkinan
dapat saling tumpang tindih. Untuk itu,
pada tahun 1985 berdasarkan Rapat Kerja
antara P3EK, MKEK dan MKEKG meng-
hasilkan pedoman kerja dalam menangani
permasalahan pelanggaran etika adalah
sebagai berikut: ‘
a. Pada prinsipnya semua masalah
yang menyangkut pelanggaran etik

_diteruskan terlebih dahulu kepada

MKEK; -
b. Masalah etik mumi diselesaikan oleh
MKEK;

c. Masalah yang tidak mumi etik serta
masalah yang tidak dapat diselesai-
kan oleh MKEK dirujuk ke P3EK

propinsi;
d. Dalam sidang MKEK atau P3EK
untuk  pengambilan  keputusan,

Badan Pembela Anggota IDI dapat
mengikuti persidangan jika dikehen-
daki oleh yang bersangkutan (tanpa
hak untuI; mengambil keputusan);

e. Masalah yang menyangkut dokter
atau dokter gigi akan ditangani
bersama oleh MKEK dan MKEKG
terlebih dahulu sebelum diteruskan
ke P3EK apabila diperlukan;




f.  Untuk
setiap kasus pelanggaran etik kedok-

kepentingan  pencatatan,
teran serta penyelesaiannya oleh
MKEK dilaporkan kepada P3EK
propinsi.

etik
yang tidak murni, yang tidak dapat dise-

Kasus-kasus  pelanggaran
lesaikan oleh P3EK Propinsi diteruskan ke
P3EK Pusat. Dengan demikian, kasus-
kasus etik tidak murni dibahas terlebih
dahulu oleh P3EK sebelum diteruskan
pada penyidik, sehingga tidak ada campur
tangan pihak luar. Atas kasus yang jelas
melanggar peraturan perundangan dapat
Iangksun'g' dilébbfkér; pada ép-a'r-at‘ bénegai;
hukum yang berwenang.

Sanksi yang dijatuhkan atas pe-
langgaran etik kedokteran bergantung
atas berat ringannya pelanggaran yang
dilakukan oleh dokter. Adapun bentuk
sanksi pelanggaran yang dapat dijatuhkan
atas pelanggaran etik kedokteran adalah
sebagai berikut:

a. Teguran atau tuntunan secara lisan

atau tulisan;

b. Penundaan kenaikan gaji atau
pangkat;

c. Penurunan gaji atau pangkat
setingkat lebih rendah;
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d. Pencabutan ijin praktik dokter untuk
sementara waktu atau selamanya;

e. Atas pelanggaran etikolegal diberi-
kan sesuai peraturan hukum yang
berlaku (baik hukum administrasi,
hukum perdata maupun hukum
pidana)

3. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil
tulisan tersebut di adalah
sebagai berikut:

1. Penentuan tentang pelanggaran etk

dari atas,

muri dan etikolegal ditinjau kasus
i per Kasus. Pelanggaran etik berbeda
dengan pelanggaran hukum, namun
demikian dapat terjadi suatu pelang-
garan etik yang sekaligus merupakan
pelanggaran hukum (etikolegal);

2. Pelanggaran etik diselesaikan oleh
MKEK untuk dokter anggota IDI; se-
dangkan untuk dokter bukan anggota
IDI pelanggaran etik diselesaikan oleh
P3EK. Jika terjadi pelanggaran etik
yang sekaligus pelanggaran hukum,
maka pelanggaran etik ditangani oleh
MKEK atau P3EK; sedangkan pelang-
garan hukum ditangani oleh aparat
penegak hukum.




Saran

Saran yang dapat diberikan berdasar-
kan tulisan di atas adalah sebagai
berikut:

Hendaknya pemeriksaan terhadap
dokter yang diduga melakukan pe-
langgaran etik ditangani oleh satu
lembaga. Keberadaan kedua lembaga
di bidang etika kedokteran (MKEK
dan P3EK) tentunya memerlukan
pengaturan lebih lanjut tentang tugas

dan kewenangan masing-masing,
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untuk mencegah terjadinya tumpang
tindih (overlaping) cara kerja dan
perbedaan keputusan atas kasus
yang sama;

Hendaknya dibentuk undang-undang
khusus yang diberiakukan terhadap
dokter dalam melakukan tindakan
medis, sehingga pelayanan dokter
dapat dilakukan secara optimal dalam
melakukan tindakan medis, tanpa
melakukan

dibayangi  ketakutan

pelanggaran hukum.
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